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. NEBI VIARLENI selaku Kepala Lembaga Pemasvarakatzn Perempuan Kelas 1B Batam, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasynrakatan Perempuan Kelas IIB Batam, vang
berkedudukan di JI. Jend. Sudirman No. 03, Sei Baloi Batam, untuk selanjutnya disebut sebagni PIHAK
PERTAMA,

¥

FINNY ANGRAINI Kewa Forum Warga Peduli HIV dan AIDS (Forwaphi)Batam , beralamat di
Komplek Periokoan Greenland Blok © MNo.9 Lt 3 Kelurshan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam dalam hal ini bertindak wntuk dan atas nama Forum Warga Peduli HIV dan AIDS (Forwaphi)
Batam, selanjutnya discbut PIHAK KEDUA.

LUntuk selanjuinya pihak PERTAMA dan FIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA FIHAK
terhebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikun:

a  Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
1B Patam vang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasayarakatan

b Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi untuk menyediakan
penyuluhan dan penyelenggaraan kegiatan penangguiangan HIV/AIDS dan moderator setiap kegiatan
dilaksanakan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Keschatan Kota Batam

c.  Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional vang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara
Kesginan Republik Indonesia sesuai dengan Keteruan peraturan perundang-undangan

d. Menindak lanjuti Perjanjian Kerja Sama antara FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan HIV Dan AIDS Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempunn Kelas 1IB
Batam maka;

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut;

I, Undang-undang Republik Indonesia Momor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 temang  perubahan kedua atas Peraturan

Pemeniniah Momor 32 Tabun 1999 fentang syarai dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan

Pemasyarakatan,

3. Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersayarat,
Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarns

4. Sursl Edaran Dirckiorat Jenderal Pemasyarakatan NO, PAS-PFR 010245 tentang penyvampaian peraiusan
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Mo, 21 Tabun 2016 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Mo, 21 Tahun 2013, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
FARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan terhadap bimbingan
Kegiatatan Penyuluhan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut
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KETENTUAN UMUM
Pazal |

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, vang dimaksud dengan

Penyelenggaraan Penanggulangan HIV DAN AIDS Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi para
pihak dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bags narapidana di Lapas
Perempuan Kelas 115 Batam

Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk mengetabui status dan angka penyebaran HIV AIDS untuk
dilakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun penggulangan HIV dan AIDS bagi narapidana di
Lapas Perempuan Kelas IR Batam

Asimilasi Narapidana tindak pidana termentu adalah sustu proses pembinaan dalam bentuk kegiatan
Narapidana dilaksanakan oleh di dalam Lapas sebagai tenaga pembantu penyuluh kegistan penyuluhan
guna melenghkapi syaral program Pembebasan Bersyarat Narapidana tindak pidana tertentu

MARSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah schagai pedoman bagi para pihak dalam rangka
Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas [1B
Batam

- Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk mengetahui status dan angka penvebaran HIV AIDS umuk

dilakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun penggulangan HIV dan AIDS bagi narapidana di
Lapas Perempuan Kelas 1B Batam

RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi -

[ ]

8 Pemberian pemyuluhan tentang HIV AIDS ;
b.  Pemberian Edukasi Pengetahuan tentang HIV AIDS ;
€. Pemberian Motivasi bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang ada di dalam Lapas ;
d. Melakukan Voluntary Conseling and Testing (VCT) bagi para narapidana
¢ Pemberian lavanan keschatan bagi ODHA vang ada di Lapas
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban

a Mendukung PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan HIV
DAN AIDS di dalam Lapas.

b Membantu PIHAK KEDUA dalam pengawasan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan HIV
DAM AIDS di dalam Lapas.

¢ Menyediakan tempat pelaksaan Penvelenggaraan Penanggulangan HIV DAN AIDS.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban

A Menerima narapidana besenta data pendukungnva untuk ditkut sertakan dalam kegiatan dimaksud |

b Melaksanakan kegiatan sebagnimana tercantum dalam ruang lingkup kegistan dalam kerjasama ini |

¢. Melakukan pendampingan dan pengawasan, evaluasi serta laporan terhadap pelaksanaan kegiatan
dimaksud ;

d Bersama ini Pihak Kedua sccara bersinergi dalam mengambil lagkah lanjutan atas hasil kegiatan yang
didapat dan pelaksanaan kegintan dimaksud.

HAK PARA PIHAK
Pazal 5

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

3 Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegintan Penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS
di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1B Batam



2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

8 Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS di dalam Lapas di bawah
pengawasan PIHAK PERTAMA,

b. Mendukung pelaksanaan kegiatan asimilasi kerja sosial dalam lembaga pemasyarakatan bagi
Marapidana tindak pidana tertentu untuk dipekerjakan sebagai pembantu penyuluh penyelenggaraan
Penanggulangan HIV dan AIDS di dalam Lapas untuk pengganti denda guna proses pembinaan
Narapidana berupa pembebasan bersyarat dengan penilaian dari PIHAK KEDUA dan dikuatkan oleh
PIHAK PERTAMA tentang layak atau tidakmya Narapidana yang bersangkutan dipekerjakan
sebagni pembantu penyuluh penyelenggarnan Penanggulangan HIV dan AIDS.

STANDARD OFERATIONAL PROCEDURES (SOP)
PFasal &

(1) Perjanjian Kera Sama ditindak lanjuti dengan penyusunan Standiaord operational procedires (SOP) yvang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
(2) Perumusan Stmdard operattonad procedires bagmmana dimaksud pada avat (1) diremuskan bersama oleh
bersama oleh PARA PIHAK. dengan membentuk Pokja vang merupakan perwakilan dari PARA
PIHAK
JANGEA WAKTU
Pasal 7

(1} Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun terhitung sejak tageal ditandatangani
dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persctujuan PARA PFIHAK

(2} Dalam wakiu salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secarn
tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan scbelum diakhirinya Perjanjizn Kerja
Sama ini.

{3} Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi atau diakhini sebelum jangka wakiunya habis
sehagaimana dimaksed pada avar (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama imi tidak
mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus disclesaikan terlebih dahulbe sebagai
akibar pelaksanaan sebelum berakhirnva Perjanjian Kerja Sama ini,

{4) Selain karena berakhirmya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan force
majenrc’keadaan memaksa vang tidak dapat dimasi, seperti bencana alam, huru hara atau kebjakan
Pemeriniah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan, PARA PIHAK
dapm mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

WARGA BINAAN PEMASYARARATAN
Pasal 8

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bekerja dengan Pihak | adalah WBP tindak pidana tertentu sesuai
Peraturin Pemerintah NO. 99 Tahun 2012,

Sclama bekerja dengan PIHAK PERTAMA, Warga Binaan Pemasvarakatan harus tunduk dan patuh atas segala
peraturan sebagai berikut

Hari kerja dimulai dari hari senin sampai dengn hari kamis kecuali hari yang diliburkanhari libur nasonal
Waktu bekepa dimulai dari pukul 0900 sd 1500 WIB.

Jika berhalangan, maka haris memberitabukan kepada PIHAK PERTAMA.

Selama bekerja tidak dibenarkan melakukan perbuatan-perbuatan vang dilarang dan atau melanggar hukum
Mengisi Dafiar hadir, baik saat masuk maupun ketika pulang kerja.
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SANKSI
Pasal 10

Apabila terjadi terhadap ketentuan sehagaimana yang dimaksuid pada pasal 8 di atas, maka PIHAK PERTAMA
dapat memberikan sanksi;

1. Membuat peringatan lisan maupun terulis.
2 Moelakukan skoring dalam batas wakiu temeniu
3. Memutus Hubungan Kerja
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FORCE MAJEURE
Pasal 11

Keadaan Force Majenre sdalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK,
seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemika, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang,
Keputusan pemerimah atau instansi yang berwenang menghalangi secara langsung aau ridak langsung untuk
terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Setiap kejadian yang bersifat force majenre harus diberitahukan kepada pitak lainnya paling lambat 14
(empat belas) hari kalender sejak terjadinya Force Majewre dengan surat pemberitahuan yang disertai
dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang

Tidak adanya pemberitalnan hingga lewatnya wakiu sebagaimana dimaksud pada avat (2}, miengakibatkan
pihak lain yang tidak mengalami peristiwa Force Majewre berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa
Farce Majewre tersebut.

Biaya-biaya yang timbul dan diderita olch pihak vang mengalami Force Majenre bukan merupakan
tanggung jawab pihak lainnya

Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannva sesuai dengan perjanjian
Kerja Sama ini paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah Force Majenre tersebut berakhir

Keadaan Force Majenre yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Keria Sama ini baik
sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja
Sama akan tetapi hanya merupakan keadsan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadasn
Farce Magenre berakhir.

KERAHASIAAN
Pasal 12

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun vang tidak
tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk. dan pelavanan vang diketahui
atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan
kepada Pihek Ketiga stau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan
setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun
pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja.dokumen dan pengetahuan dalam
bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak
lainnya,
PARA PIHAK sepakar dan setuju menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama, semua data
dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini
Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
Ketentuan kerahasizan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama
berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlabu seria mengikat PARA PIHAK meskipun
Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan vang
berlaku

FEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban PIHAK
PERTAMA sesuai dengan ketentuan vang berlaku

PEMANTAUAN EVALUASI
Pasal 14

(1} PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksansan Perjanjian Kerja
Sama ini secara berkala paling sedikit | (satu) kali dalam 1 (sam) tahun atau sewaki-wakiu sesusi
kebutuhan

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan berkala atas pelaksanann kegiatan penyuluhan
HIV/AIDS



KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan diterapkan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK wvang dituangkan secara terulis dan dalam kesepakatan tzmbahan
(addendum) yvang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian vang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini.
(2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh
PARA PIHAK secara musyawarah

PIHAK KEDUA
FORUM WARGA PEDULI HIV/AIDS
(FORWAPHI)




